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BUPATI GORONTALO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 58 TAHUN 2016 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, Tata Kerja Badan Penelitian dan 

Pengembangan: 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822):



    

Menetapkan 

-9. 
-. 

Undang-Undang Norior 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Lembaran Negara 
Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo. 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
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Gorontalo. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

8. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Gorontalo. 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana 

teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Badan Penelitian dan Perigembangan merupakan unsur staf. 

(2) 

(3) 

(1) 

Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala 

Badan. 

Badan Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 

terdiri dari: 

a. Badan, 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan: 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan 

membawahkan: 

1. Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

2. Sub Bidang Ekonomi: dan 

    

hasag |skeof Asi | SERDA IWasus 
Tran | 17   

                 



. v 
4- 

3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan. 

d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi 

membawahkan: 

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, 

2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik, dan 

Prasarana, 

3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. 

e. Unit Pelaksana Teknis Badan: 

f. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan 

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

  

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

Pasal 4 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di 

bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan 

  

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan  tugas- tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi: | 
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penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 
pemerintahan Kabupaten: 

penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian 
dan pengembangan pemerintahan Kabupaten: 

C. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan 
Kabupaten: 

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan 
pemerintahan daerah Kabupaten: 

e. pemfasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan di Kabupaten, 

8. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten, 

h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan 
daerah Kabupaten: dani 

i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat  mernpunyai tugas melakukan pengelolaan 

kesekretariatan, menyusunan rencana program, mengendalikan 

dan mengawasi, rnengevaluasi dan melaporkan, pengelolaan 

administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, 

mengelola aset, administrasi umum dan kepegawaian Badan 

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengantugas 

kedinasan. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: 
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan 
kepegawaian, 

penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data 
dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan: 
pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan 
keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan 
pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan 
kepustakaan: 

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan program: dan 

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi 
kedinasan. 

Pasal 8 

Sekretariat, membawahkan : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas. 

melaksanakan pengelolaan, penyusunan, dan pengendalian 

rencana program kegiatan Badan, melaksanakan 

pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Badan, 

perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi 

surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, melaksanakan 

pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan 

rumah tangga, mengadakan dan pemeliharaan inventaris, 

mengadakan benda berharga/alat pungut perlengkapan 

dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, 

Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, 
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pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, 
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 
dengan kedinasan. ) 

Bagian Ketiga 

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan 

Pasal 10 

(1) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai 

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang 
Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Pasal 11 

  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai 
fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, 
dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, 
ekonomi dan pemerintahan: 

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 
di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan: 

Cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di 
bidang sosia!, ekonomi dan pemerintahan: 

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, 
ekonomi dan pemerintahan: 

  

e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah 

daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan: 

f. pengelolaan data penelitian dan pengembangan, serta 

pelaksanaan pengkajian peraturan: 

g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga 

negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh 

instansi yang berwenang: 
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h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan 
fungsi kedinasan. 

Pasal 12 

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, membawahkan : 

a. Sub bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa: 

b. Sub bidang Ekonomi: dan 

Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan. 

Pasal 13 

(1) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan 

  

Desa, mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan bahan 

kebijakan dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, 

budaya, memberdayakan masyarakat dan desa, meliputi 

aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 

olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan 

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan 

desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, 

ku aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi 

masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas menyiapkan, 

merumuskan bahan kebijakan dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengembangan di Bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah 

perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 
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serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 
tugas kedinasan. 

(3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang 
penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek 
otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, 
ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, 
reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan 
rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru, 
mengevaluasi terhadap pelaksanaan “peraturan, mengelola 

(Kw data tentang penelitian, pengembangan, peraturan dan 
memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga 
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh 
instansi yang berwenang serta melaksanakan tugas- tugas 
lain sesuainya sesuai tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi 

Pasal 14 

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas 
melaksanakan penelitian dan pengembangan, memfasilitasi dan 

menerapkan di Bidang inovasi dan teknologi serta melaksanakan 

tugas- tugas lair-nya sesuai dengan tugas kedinasan. 

  

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, 

dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi 
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dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan 

teknoiogi, 

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, 

prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang bersifat inovatif, 

Cc. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi, 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan 

fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi, 

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang 

pembangunan, inovasi dan teknologi: 

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang 
&v pembangunan, inovasi dan teknologi: 

g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan pemerintah daerah, serta memfasilitasi 

dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan 

teknologi, 

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan: dan 

i. pelaksanaan fungsi -fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

Pasal 16 

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahkan: 

  

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: 

b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana: 

dan 

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. 

Pasal 17 

(1) Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

memfasilitasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, 

  “1 
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di Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi 
aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan, perikanan, 
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, 
kehutanan, dan perkebunan serta melaksanakan tugas- 
tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

(2) Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

memfasilitasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi 

aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, 
penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, 
perhubungan, komunikasi dan informatika serta 

melaksanakan tugas- tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

  

(3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, memfasilitasi, 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, 

pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan 

rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang 

inovasi dan teknologi, merumuskan kebijakan terkait jenis, 

prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang bersifat inovatif, menyiapkan dan pelaksanaan 

sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan, dan memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 

serta melaksanakan tugas- tugas lainnya sesuai dengan 

  

tugas kedinasan. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 18 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
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baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 'serta 

dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- 

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk- 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

  

Pasal 19 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. ) 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan. 

  

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat 

berkala. 
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 20 

(1) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan 

Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 

Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 

Nomor 27 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan — pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 13 Desember 2014 
Y 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

AH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 58 

Sesuai dengan salinan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

A—S 

DEWI R. MANI, SH, MH. 
NIP. 19780330 200312 2 003 
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